BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa:

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya pada APBD
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014, yang dilaksanakan
pada Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukan
bahwa anggaran lebih besar dari pada realisasinya, dimana kelompok yang
menerima sesuai dengan proposal permohonan dana belanja bantuan sosial
yang diajukan dibandingkan dengan yang menerima kurang dari yang
diajukan dan tidak menerima sama sekali, hal tersebut menunjukan bahwa
dalam pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya
harus berlandaskan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD yang mengatur bahwa pemberian dana bantuan sosial
harus diberikan secara selektif dan tidak secara terus menerus agar dana
tersebut tepat pada sasaran, dan Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2014 tentang peraturan pengelolaan teknis belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perubahan
dari Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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Sehingga alokasi anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya pada
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014 sudah

sesuai dan tepat pada sasarannya.

6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang
telah disampaikan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan
kepada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
melakukan monitoring dan pantauan terhadap program dan bentuk atau
jenis kegiatan (penerima dana bantuan sosial) tahun sebelumnya sampai
dengan semester pertama tahun anggaran, agar dapat menilai program dan
kegiatan yang sudah maupun belum dilaksanakan tahun yang bersangkutan
supaya perlu dilaksanakan tahun berikutnya.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai
belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga untuk mengetahui anggaran belanja yang dilakukan oleh

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang akan datang.
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